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ABSTRAKSI

Nama : Raysa Miranda Hakim
NIM :201710110311431

Judul : ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN KEWENANGAN KPK
DALAM PASAL 11 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK

Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S. H., M.Si., M. Hum
Dr. Haris, S. H.,, M. H

Penyerahan kewenangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) kepada Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 11
UU KPK ' belum memberikan pengaturan yang jelas terkait mekanisme
penyerahan dan pemilihanya. Sehingga menimbulkan dualisme kewenangan
penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karena itu
penelitian memiliki fokus permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini
adalah 1) Bagaimana - ketentuan pengaturan KPK wajib menyatakan
penyelidikan dan penyidikan kepada Kepolisian ?; 2). Bagaimana ketentuan
pengaturan KPK wajib menyatakan penyelidikan dan penyidikan kepada
Kejaksaan?; Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan
tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research), dengan menggunakan
metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach) dan
pendekatan konseptual ~ (conseptual - approach). - Dalam penelitian  ini
menghasilkan kesimpulan pertama, Ketentuan norma pasal 11 UU KPK
haruslah dipahami sebagai konteks pemberian kepastian hukum dalam proses
peradilan pidana. Konsekuensi logis paradigma ini mewajibkan pembentuk
undang-undang untuk menyusun norma spesifik dan pasti tanpa adanya ruang
penafsiran yang lebar. Namun dengan keberadaan Pasal ini khususnya ayat (2)
maka  justru memperlebar ruang penafsiran tersebut dan melahirkan
ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana
korupsi. - Khusunya terhadap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kedua,
Pengaturan dalam pasal 11 ayat (2) UU KPK masuk dalam klasifikasi
kekaburan hukum. Hal ini yang menyebabkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian
menjadi kebingunan dalam melakukan penindakan terhadap Tipikor. Kepastian
hukum tidak hanya didasarkan atas norma belaka, melainkan ada kewajiban
norma tersebut harus jelas apa maksud dan tujuanya secara spesifik agar
penegakan hukum tidak menimbulkan multitasfir dan pertentangan di bawabh.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, Penyidikan
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ABSTRACT

Nama : Raysa Miranda Hakim

ID Number :201710110311431

Judul JURIDICAL ANALYSIS OF THE DELIVERY OF
AUTHORITY TO THE KPK IN ARTICLE 11
PARAGRAPH (2) OF LAW NO. 19 OF 2019
CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW
NO. 30 OF 2002 CONCERNING KPK

Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S. H., M.Si., M. Hum

Dr. Haris, S. H., M. H

The handover of investigative authority by the Corruption Eradication
Commission (KPK) to the Police and Prosecutor's Office as regulated in Article
11 of the Corruption Eradication Committee Law does not yet provide clear
regulations regarding the handover and selection mechanism. This creates a
dualism-in investigative authority carried out by the Police and the Prosecutor's
Office. Therefore, the research focuses on the problems that will be studied in this
paper, namely 1) How do the KPK' regulatory provisions require that
investigations and inquiries be made to the Police?; 2). What are the regulatory
provisions for the Corruption Eradication Commission (KPK) to declare
investigations and inquiries to the Prosecutor's Office?; The research method in
this paper is to use a hormative legal research type, using a statutory approach and
a conceptual approach. This research produces the first conclusion, the provisions
of the norms of Article 11 of the Corruption Eradication Committee Law must be
understood as a context for providing legal certainty in the criminal justice
process. The logical consequence of this paradigm requires legislators to
formulate specific and definite norms without wide room for interpretation.
However, the existence of this article, especially paragraph (2), actually widens
the space for interpretation and creates legal uncertainty in the implementation of
law enforcement for criminal acts of corruption. Especially against the Corruption
Eradication Committee, the Prosecutor's Office and the Police. Second, the
regulations in article 11 paragraph (2) of the Corruption Eradication Committee
Law fall into the classification of legal ambiguity. This is what causes the
Corruption Eradication Commission, Prosecutor's Office and Police to become
confused in taking action against Corruption. Legal certainty is not only based on
norms, but there is an obligation for these norms to be clear about their specific
aims and objectives so that law enforcement does not give rise to multiple
interpretations and conflict under the law..

Keywords: Corruption Crime, Police, Prosecutor's Office, Investigation
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